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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang Pelaksanaan Peran Kejaksaan Dalam Penindakan Tindak 

Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua dilakukan 

untuk Penindakan dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Papua 

dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggunakan 

metode Penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan data sekunder berupa bahan 

hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara 

kualitatif. 

Pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa 

pemerintah oleh Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan oleh jaksa intelijen dan jaksa 

penyidik serta penuntut umum. Jaksa Intelijen menjadi bagian dalam proses 

penindakan, yakni melalui pelaksanaan fungsi intelijen kejaksaan yaitu 

penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan data, yang 

kemudian diserahkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti dalam proses 

penyidikan. Dalam pelaksaan penindakan, ditemukan beberapa hal yang menjadi 

penyebab terjadinya korupsi pengadan barang dan jasa, antara lain pemalsuan 

dokumen kontrak, perubahan kontrak dan pemalsuan dokumen pencairan. 

Hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penindakan tindak pidana korupsi 

pengadaan barang dan jasa, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, 

kurangnya aparat kejaksaan dan terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan 

penindakan khususnya pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, 

hambatan terkait pemeriksaan saksi ahli khususnya dalam perhitungan kerugian 

keuangan negara.  

Untuk memaksimalkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, terkait dengan kendalan internal maka 

disarankan agar dilakukan peningkatan aparat kejaksaan baik kuantitas maupun 

kualitasnya, serta penambahan biaya yang dapat mendukung berbagai kegiatan 

dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa 

pemerintah. Terkait dengan kendala eksternal, disarankan kepada masyarakat 

untuk segera melaporkan kepada penegak hukum apabila terdapat kecurigaan 

adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, melakukan 

kerjasama dengan BPK atau BPKP agar audit kerugian keuangan negara tidak 

terlambat. 

Kata kunci: Penindakan, korupsi, pengadaan barang dan jasa. 
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ABSTRACT 

 

 

Research on the Implementation of the Role of the Prosecutor's Office in the 

Prosecution of Corruption in the Procurement of Goods and Services for the 

Papua Provincial Government is carried out to take action and the obstacles faced 

by the Papua High Prosecutor's Office in corruption crimes in the procurement of 

government goods and services, using the normative legal research method, 

through a legal approach, conceptual approach and case approach with 

secondary data in the form of legal materials, which were collected through 

literature study and analyzed qualitatively. 

The prosecution of criminal acts of corruption in the procurement of 

government goods and services by the Papua High Court is carried out by 

intelligence prosecutors and investigating prosecutors as well as public 

prosecutors. The Intelligence Prosecutor is a part of the prosecution process, 

namely through the implementation of the prosecutor's intelligence function, 

namely an investigation in the context of collecting information and data, which is 

then submitted to the investigator for follow-up in the investigation process. In 

carrying out the action, several things were found that caused corruption in the 

procurement of goods and services, including falsification of contract documents, 

changes to contracts and falsification of disbursement documents. Obstacles faced 

by the prosecutor's office in taking action against corruption in the procurement of 

goods and services, including limited facilities and infrastructure, lack of 

prosecutors and limited ability to carry out prosecutions, especially in the case of 

corruption in the procurement of goods and services, obstacles related to the 

examination of expert witnesses, especially in calculating losses. state finances. 

To maximize action against corruption in the procurement of government 

goods and services, related to internal constraints, it is recommended that the 

prosecutor's office be increased both in quantity and quality, as well as increase 

costs that can support various activities in the context of taking action against 

corruption in the procurement of government goods and services. Regarding 

external constraints, it is suggested to the public to immediately report to law 

enforcement if there is a suspicion of suspected criminal acts of corruption in the 

procurement of goods and services, cooperate with BPK or BPKP so that the audit 

of state financial losses is not too late. 

Keywords: Action, corruption, procurement of goods and services. 
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